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ABSTRAK 

Melalui program PAMSIMAS, diharapkan masyarakat mampu memberikan perhatian utama pada 

kebutuhan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh menggunakan teknik 

purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Banyu Tajun 

Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah berjalan cukup baik, sebagaimana 

terlihat dari: kejelasan kebijakan sudah baik, adanya dukungan finansial sudah baik, dukungan sumber daya 

manusia belum baik, penilaian terhadap pencapaian standar belum baik, penilaian terhadap sasaran kebijakan 

sudah baik, sikap demokratis terhadap kelompok sasaran sudah baik, sikap antusias terhadap kelompok sasaran 

belum baik, koordinasi antar instansi sudah baik, komunikasi antar instansi sudah baik, lingkungan sosial 

sudah baik, dari segi ekonomi sudah baik, dan tidak ada unsur politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi, 1) 

Faktor pendukung Kebijakan Pamsimas yang di terapkan sudah jelas, Sasaran utama pamsimas untuk 

masyarakat desa Banyu Tajun Pangkalan, adanya dukungan finansial, Sasaran kebijakan dinilai sudah bagus, 

Sikap demokratis baik, Program pamsimas tidak ada unsur politik. 2) Faktor penghambat yaitu kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Pamsimas, kurangnya pengawasan Pamsimas, serta jumlah 

pengguna Pamsimas yang masih sedikit. 

Kata Kunci : Implementasi, Pamsimas 

 
ABSTRACT  

The PAMSIMAS program aims to encourage the community to place greater emphasis on clean water 

and sanitation. This research adopts a qualitative methodology, utilizing interviews, observations, and 

documentation for data collection. The data were gathered using purposive sampling, involving a total of 13 

participants. Findings from the study reveal that the implementation of the Community-Based Drinking Water 

and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Banyu Tajun Pangkalan Village, Sungai Pandan Subdistrict, Hulu 

Sungai Utara Regency has been carried out fairly well. This is evident from the clear policies and adequate 

financial support, though the support from human resources and the evaluation of standard achievements 

remain insufficient, the enthusiastic attitude towards the target group is not good, coordination between 

agencies is good, communication between agencies is good, the social environment is good, in terms of 

economy it is good, and there are no political elements. Factors that influence, 1) Supporting factors The 

Pamsimas policy that is implemented is clear, The main target of Pamsimas for the Banyu Tajun Pangkalan 

village community, the financial support, The policy target is considered good, The democratic attitude is good, 

The Pamsimas program has no political elements. 2) Inhibiting factors include the lack of community 

participation in Pamsimas maintenance, lack of Pamsimas supervision, and the small number of Pamsimas 

users. 

Keywords: Implementation, Pamsimas 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Sumber Daya Air, disebutkan 

bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap individu untuk memperoleh air guna memenuhi 

kebutuhan pokok harian demi mendukung kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Air bersih 

pada hakikatnya merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, 

perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan ini. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui program PAMSIMAS, yang 
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dirancang untuk menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi guna meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya penyediaan air bersih serta penanganan masalah sanitasi. Program ini 

terutama menyasar masyarakat di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Dengan adanya PAMSIMAS, 

masyarakat dapat lebih mudah memperoleh air bersih sekaligus memahami cara menjalani pola hidup 

bersih dan sehat, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. 

elalui program PAMSIMAS, diharapkan masyarakat dapat lebih memprioritaskan akses 

terhadap air bersih dan sanitasi, meskipun mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, masyarakat tetap dapat memanfaatkan fasilitas air 

bersih demi mendukung keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, derajat kesehatan 

masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan angka harapan hidup 

serta kualitas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pelaksanaan program PAMSIMAS 

ini sendiri telah diterapkan di Desa Banyu Tajun Pangkalan pada tahun 2018. Desa tersebut, yang 

terletak di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi salah satu penerima 

program nasional yang berfokus pada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. 

Namun berdasarkan hasil Observasi Penulis Implementasi Pamsimas (Program Nasional 

Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan 

Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari jumlah Pengguna Pamsimas ada 

terdapat 38 Kepala keluarga termasuk yang menggunakan Pamsimas (Sumber Pengelola Pamsimas), 

Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga di Desa Banyu Tajun Pangkalan adalah 157 kepala Keluarga 

(sumber Gis. Disdukcapil. Kemendagri) data per 30 Juni 2024. Dari data tersebut disimpulakan bahwa 

masyarakat di desa Banyu tajun Pangkalan hanya 24,2 persen Kepala keluarga yang menggunakan 

Pamsimas dari pada yang menggunakan air sungai. Adapun hambatan dalam Pengelolaan Pamsimas 

diantaranya: 

1. Dalam beberapa lokasi rumah, kendala teknis sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan 

PAMSIMAS. Penyaluran air yang sulit dijangkau ke berbagai rumah menjadi tantangan besar 

bagi Pengelola dan masyarakat pengguna pamsimas setempat. Kondisi ini menyebabkan 

Penyaluran PAMSIMAS berjalan lambat atau hasilnya tidak maksimal. 

2. Masalah dalam pengelolaan PAMSIMAS di Desa tersebut adalah kurangnya pemeliharaan 

fasilitas yang sudah dibangun. Berdasarkan hasil observasi pengguna terdata mengalami masalah 

pada infrastruktur yang rusak karena minimnya usaha pemeliharaan. Seharusnya pemeliharaan 

dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan sistem penyaluran air yang 

lancar.  Adapun beberapa frekuensi pemeliharaan yang seharusnya dilakukan adalah 

pemeliharaan harian atau mingguan, pemeliharaan bulanan, dan pemeliharaan tahunan hal 

tersebut jarang dilakukan oleh para pengelola pamsimas karena tidak adanya alokasi dana atau 

perencanaan yang jelas tentang berapa biaya untuk perawatan, atau masyarakat kurang memiliki 

kemampuan teknis untuk memperbaiki fasilitas tersebut. 

3. Kurangnya Pengawasan dalam Program Pamsimas, Meski PAMSIMAS melibatkan fasilitator 

yang bertugas melakukan pengawasan, dalam beberapa kasus, proses monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program masih kurang efektif. Akibatnya, program tidak dapat berjalan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti rendahnya tingkat keamanan Pamsimas yang 

mengakibatkan rentannya terhadap pencurian alat-alat pamsimas seperti mesin pompa air, 

sehingga mengakibatkan permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. 
 

METODE  

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan serta 

menjelaskan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(Pamsimas) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling dengan total 13 orang. Data yang terkumpul dianalisis 

melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas 

data diuji dengan cara memperpanjang durasi pengamatan, meningkatkan ketelitian, melakukan 
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triangulasi, member check, serta memanfaatkan bahan referensi. 

 

PEMBAHASAN  

A. Implementasi Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) 

Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara  

Dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, 

sebagaimana dijelaskan oleh Azhari Aziz Samudra dan rekan-rekannya (2023:89-90) . 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Instrumen dan tujuan kebijakan perlu spesifik sehingga keberhasilan atau kegagalan 

suatu kebijakan atau program dapat diketahui pada akhir program. 

a. Kejelasan Kebijakan 

Kejelasan kebijakan berarti kebijakan ini jelas mengenai hal apa yang akan 

diterapkan, tahap pelaksanaan sebuah kebijakan adalah bagian akhir dari proses 

penyusunan atau perumusan aturan maupun kebijakan itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal kejelasan 

kebijakan. Program ini berfokus pada penyediaan fasilitas air bersih yang berkualitas 

untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus bertujuan untuk mengubah pola 

pikir dan perilaku masyarakat dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat sesuai 

dengan uu no 7 tahun 20004 pasal 5 dan dapat dilihat dari adanya tulisan pada tong-tong 

pamsimas yaitu Pamsimas Desa Banyu Tajun Pangkalan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van 

Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk., 2023: 89-90), yang mengidentifikasi sejumlah variabel 

yang dianggap memengaruhi implementasi serta kinerja kebijakan. Standar dan tujuan 

kebijakan pada dasarnya merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh suatu program atau 

kebijakan, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, dalam jangka pendek, menengah, 

maupun panjang. Tujuan dan kebijakan harus dirumuskan dengan jelas sehingga pada 

akhir pelaksanaannya, tingkat keberhasilan atau kegagalan program serta kebijakan 

tersebut dapat dievaluasi dengan mudah. 

b. Sasaran Kebijakan 

Menurut Wahab (2008:50), kelompok sasaran atau target group merujuk pada 

"orang-orang, komunitas, atau organisasi yang ingin dipengaruhi melalui sebuah 

kebijakan atau program yang diharapkan dapat membawa dampak tertentu. 

Dari hasil wawancara, pengamatan, dan pencatatan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dengan cukup baik, 

Program ini kelompok sasarannya adalah desa Banyu Tajun Pangkalan khususnya 

masyarakat (tiap keluarga) agar menjadikan pola hidup yang lebih sehat, dan berperan 

serta secara langsung dalam memberikan kontribusi, seperti melakukan pembayaran iuran 

setiap bulan yang disesuaikan dengan jumlah penggunaan air oleh setiap keluarga serta 

bukti daftar pengguna pamsimas yang aktif. 

Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Van Mater dan Van 

Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang mengidentifikasi beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi penerapan serta hasil dari kebijakan. Standar dan tujuan 

kebijakan mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah program atau kebijakan, baik 

itu dalam bentuk konkret maupun abstrak, serta dalam rentang waktu jangka pendek, 

menengah, atau panjang. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada kejelasan 

petunjuk dan tujuan, agar pada akhir program dapat diukur sejauh mana keberhasilan atau 

kegagalan dari kebijakan dan program yang dijalankan. 
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2. Sumber daya 

Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya 

manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan, hal sulit yang terjadi adalah berapa 

nilai sumber daya (baik fınasial maupun manusia). 

a. Adanya dukungan finansial 

Finansial memang erat kaitannya dengan uang serta masalah finansial, maka itu 

berarti masalah keuangan. Masalah ini meliputi apa saja yang berhubungan dengan uang. 

Menurut hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya bantuan dana yang memadai, masyarakat yang tertarik hanya perlu 

membayar sebesar Rp. 2.000 per meter kubik. Biaya ini lebih terjangkau dibandingkan 

dengan tarif air yang dikenakan oleh perusahaan air minum (PDAM), dan dana yang 

terkumpul digunakan kembali untuk pengelolaan sistem Pamsimas. 

Penelitian ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn 

(Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa sumber daya 

mencakup dukungan finansial serta tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan atau program. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana jumlah sumber 

daya (baik finansial maupun manusia) yang dibutuhkan agar kebijakan dapat terlaksana 

dengan optimal? Penilaian terhadap program dan kebijakan harus dapat memberikan 

penjelasan yang jelas dan efisien mengenai nilai dari sumber daya tersebut. 

b. Adannya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Memadai 

Sumber daya merujuk pada sejauh mana ketersediaan dana dan tenaga kerja yang 

diperlukan untuk menjalankan suatu program atau kebijakan. 

Melalui hasil dari wawancara, pengamatan, serta pencatatan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat keberadaan dukungan dari sisi tenaga kerja yang tersedia 

yang memadai belum baik, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat Desa Banyu Tajun 

Pangkalan dalam pengelolaan serta kondisi Pamsimas yang kurang terawat. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan pandangan yang 

diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang 

menyatakan bahwa sumber daya mencakup besar dukungan finansial serta tenaga kerja 

untuk menjalankan suatu program atau kebijakan. Tantangan yang dihadapi adalah 

penentuan besarnya sumber daya (baik dari sisi finansial maupun sumber daya manusia) 

yang diperlukan untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, 

evaluasi terhadap program dan kebijakan harus dapat menjelaskan sejauh mana nilai 

efektivitasnya. 

3. Karakteristik agen pelaksana (Kinerja) 

Agen pelaksana tersebut meliputi misalnya kementerian, dinas, dan lembaga-lembaga 

terkait Evaluasi kebijakan adalah proses mengukur sejauh mana tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan tercapai. 

a. Penilaian terhadap pencapaian standar 

Pencapaian standar adalah suatu standar atau patokan teknis yang lengkap, 

biasanya dalam bentuk dokumen formal, yaitu norma atau persyaratan yang menetapkan 

standar, metode, proses, atau praktik teknis atau teknologi yang seragam. 

Melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pencapaian standar masih belum memadai. Hal ini 

disebabkan oleh pengelolaan yang belum berjalan secara efisien, sehingga dampaknya 

belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat rentannya pencurian alat-alat pamsimas 

seperti mesin pompa air, dan swadayanya dirasa belum mampu untuk mengganti mesin 

pompa baru jika sewaktu waktu terjadinya pencurian yang hanya menggunakan rantai dan 

gembok yang kecil sehingga belum mencapai standar.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater 

dan Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90) Kinerja politik adalah evaluasi 

terhadap tujuan politik yang ditetapkan pada awalnya. 
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b. Penilaian terhadap sasaran kebijakan 

Tujuan dari kebijakan ini merupakan elemen krusial dalam perencanaan, yang 

bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil serta pengaturan sumber 

daya dalam pelaksanaan aktivitas atau operasi organisasi. 

 Melalui pengumpulan data dari wawancara dan pengamatan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa evaluasi terhadap pencapaian standar cukup baik, program 

PAMSIMAS Pencapaian sasaran sudah tercapai masyarakat sangat terbantu dengan 

adanya PAMSIMAS, sekaligus untuk mendapatkan akses air minum disaat musim 

kemarau. 

 Penelitian ini mendukung teori yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn 

(Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa kinerja kebijakan 

adalah sebuah evaluasi terhadap tujuan kebijakan yang telah ditentukan sejak awal. 

4. Sikap pelaksana 

Sikap diterima atau ditolaknya badan pelaksana mempunyai dampak besar terhadap 

berhasil atau tidaknya upaya yang dilakukan pemerintah. 

a. Sikap demokratis terhadap kelompok sasaran 

Demokrasi adalah sebuah sistem kehidupan yang menuntut adanya kesetaraan 

dalam hak dan tanggung jawab, serta memastikan setiap individu diperlakukan dengan 

adil di hadapan hukum. 

Melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pandangan atau perilaku demokratis cukup baik, penerapan kebijakan semua diperlakukan 

sama tidak ada beda dan memusyawarahkan apapun dalam kebijakan. 

Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep yang diajukan oleh Van 

Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk., 2023:89-90). Mereka mengemukakan 

bahwa perilaku dari pelaksana kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Beberapa aspek dari sikap para praktisi dapat mencerminkan 

seberapa terbuka, penuh semangat, dan peka mereka terhadap kelompok yang menjadi 

target kebijakan serta kondisi di sekitar mereka. 

b. Sikap antusias terhadap kelompok sasaran 

Demokrasi, dalam konteks keadilan, adalah sebuah prinsip hidup yang 

menekankan pada kesetaraan hak dan tanggung jawab serta perlakuan yang setara bagi 

seluruh warga negara di mata hukum. Keadilan mencakup tindakan untuk 

memperjuangkan kebenaran dan mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-

Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Melalui analisis terhadap wawancara, observasi, serta dokumentasi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sikap antusias terhadap kelompok sasaran belum baik, karena program 

ini yang menggunakan pamsimas masih sedikit seperti jumlah pengguna pamsimas yang 

sedikit dibandingkan jumlah penduduk dan dapat dilihat dari jumlah pengguna pamsimas 

dari RT 01 sampai RT 04 hanya berjumlah 38 KK (rumah) dari 457 KK 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori yang dikemukakan 

oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90). Menurut teori 

tersebut, sikap para pelaksana dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Komponen-komponen sikap ini terlihat dalam seberapa 

demokratis, bersemangat, dan peka mereka terhadap kelompok yang menjadi target 

kebijakan serta lingkungan. 

5. Komunikasi Antar Badan Pelaksana 

Kesalahan yang tidak terlalu signifikan bisa diminimalisir apabila komunikasi yang 

baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan terjaga dengan baik. 

a. Koordinasi antar instansi 

Koordinasi adalah proses yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu organisasi 

dengan posisi yang setara untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak menyepakati 

peran dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugas atau 
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gangguan pada salah satu pihak. 

"Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama antar lembaga berjalan dengan lancar, yang terbukti memberikan kontribusi 

besar terhadap keberhasilan program PAMSIMAS. Hal ini terlihat dari terbentuknya 

ikatan yang erat antara masyarakat dan pengelola, yang mencerminkan rasa kekeluargaan. 

Penelitian ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn 

(Azhari Aziz Samudra, dkk., 2023:89-90) yang menyatakan bahwa komunikasi antar 

lembaga berfungsi sebagai prosedur yang telah diatur untuk mencapai tujuan dan target 

program. Komunikasi ini harus dijalankan dengan pedoman yang jelas, seperti frekuensi 

pertemuan rutin, serta penentuan tempat dan waktu. Selain itu, komunikasi antar 

organisasi juga mencakup kebutuhan untuk saling mendukung antara institusi yang terkait 

dengan kebijakan atau program, agar kelompok sasaran dapat memahami dan memikul 

tanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang ada. 

b. Komunikasi Antar Instansi 

Komunikasi antar instansi merujuk pada proses pengiriman dan penerimaan pesan 

dalam konteks organisasi, khususnya pemerintahan. 

Setelah melakukan wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa 

koordinasi antar pelaksana cukup baik, para pelaksana terutama pemerintah desa bekerja 

sama satu sama lain dan menjalin hubungan baik dalam penerapan atau menjalankan 

kebijakan PAMSIMAS. 

Penemuan dalam studi ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater 

dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menjelaskan bahwa 

komunikasi antar lembaga merujuk pada prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan 

serta hasil yang diinginkan dalam sebuah program. 

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik di sekitar suatu area dapat berperan penting 

dalam menentukan apakah kebijakan yang diterapkan akan berhasil atau tidak. 

a. Pengaruh implementasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau kelompok sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti keluarga, teman, dan tempat tinggal memiliki 

peran besar dalam membentuk perilaku seseorang. Seseorang akan mencerminkan 

karakter dan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempatnya berada, 

sehingga lingkungan sosial yang positif dapat mendorong individu untuk berkembang 

menjadi lebih baik. Selain itu, lingkungan ekonomi mencakup kegiatan manusia yang 

berkaitan dengan proses produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan kebijakan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan 

politik, secara sosial sangat berpengaruh karena menambah kedekatan satu sama lain, 

secara ekonomi membantu masyarakat kurang mampu namun tidak terdapat pengaruh 

pada politik. 

Temuan dari studi ini sejalan dengan konsep yang diutarakan oleh Van Mater dan 

Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa faktor 

sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar dapat berperan penting dalam 

menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. 

b. Pengaruh Kebijakan terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Hasil dari wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut 

memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik 

secara sosial sangat berpengaruh karena menambah kedekatan satu sama lain, secara 

ekonomi membantu masyarakat kurang mampu namun tidak terdapat pengaruh pada 

politik. 

Penelitian ini mendukung pandangan yang disampaikan oleh Van Mater dan Van 

Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa faktor-faktor 
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sosial, ekonomi, dan politik di suatu lingkungan berperan penting dalam mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

1. Faktor Pendukung 

a. Kebijakan Pamsimas yang diterapkan jelas 

Dari analisis terhadap wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun, Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kejelasan kebijakan cukup baik, kejelasan 

kebijakan dari program pamsimas adalah sebagai penyediaan sarana dan prasarana air 

bersih yang berkualitas untuk masyarakat, Sebagai langkah untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan pokok warga, serta untuk mengubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat 

terkait dengan gaya hidup yang bersih dan sehat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2004 Pasal 5 dan dapat dilihat dari adanya tulisan pada tong-tong pamsimas 

yaitu Pamsimas Desa Banyu Tajun Pangkalan. 

"Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Van Mater dan Van 

Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyebutkan bahwa terdapat 

sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas kebijakan. 

Standar dan sasaran kebijakan mencerminkan tujuan yang ingin dicapai, baik yang 

bersifat konkret maupun abstrak, dalam berbagai periode waktu, seperti jangka pendek, 

menengah, maupun panjang, yang menjadi fokus suatu kebijakan atau program. Di akhir 

pelaksanaan program, tujuan dan sasaran kebijakan harus terlihat dengan jelas untuk 

mengevaluasi apakah kebijakan atau program tersebut berhasil atau tidak. 

b. Sasaran utama dalam program pamsimas sudah jelas 

Melalui hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai sasaran kebijakan cukup baik, Program ini 

kelompok sasarannya adalah desa Banyu Tajun Pangkalan khususnya masyarakat (tiap 

keluarga) agar menjadikan pola hidup yang lebih sehat, dan berpartisipasi secara rutin, 

seperti membayar iuran bulanan yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian air setiap 

rumah tangga, serta menunjukkan bukti bahwa mereka terdaftar sebagai pengguna aktif 

Pamsimas. 

 Hasil dari studi ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Van Mater 

dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyarankan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil dari kebijakan. 

Standar dan tujuan kebijakan merupakan hal-hal yang hendak dicapai melalui suatu 

program, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, dalam berbagai periode waktu, 

seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Perhatian khusus perlu diberikan pada 

kejelasan pedoman serta sasaran yang ingin dicapai, agar dapat diukur keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan dan program di akhir pelaksanaannya. 

c. Masyarakat selalu melakukan pembayaran setiap bulannya sesuai pemakaian air 

Pamsimas 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan dukungan finansial yang memadai. Warga 

yang tertarik ikut serta dalam program ini dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000 per meter 

kubik, yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tarif yang diterapkan oleh PDAM, 

yang membebankan biaya lebih tinggi kepada penggunanya, uang tersebut digunakan 

lagi untuk pengelolaan PAMSIMAS, serta ada anggaran dari pemerintah untuk 

pembangunan PAMSIMAS di Desa Banyu Tajun Pangkalan yang kemudian biaya 
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perawatanya di kelola oleh pengelola PAMSIMAS. 

Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Van Mater dan 

Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90) yang menyatakan bahwa sumber 

daya mengacu pada besarnya dukungan finansial serta tenaga kerja yang tersedia untuk 

mendukung pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Pertanyaannya adalah seberapa 

penting nilai dari sumber daya tersebut (baik berupa finansial maupun SDM) dalam 

mewujudkan kebijakan yang efektif? Proses evaluasi terhadap suatu program atau 

kebijakan seharusnya dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai nilai-nilai 

tersebut. 

d. Sasaran kebijakan pamsimas dinilai sudah bagus 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa penilaian 

terhadap pencapaian standar cukup baik, program PAMSIMAS pencapaian sasaran 

sudah tercapai masyarakat sangat terbantu dengan adanya PAMSIMAS, sekaligus untuk 

mendapatkan akses air minum disaat musim kemarau. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan 

Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90) Kinerja kebijakan merupakan 

penilaian terhadap sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal. 

e. Sikap demokratis antar pengelola dan pengguna Pamsimas dinilai baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sikap 

demokratis cukup baik, penerapan kebijakan semua diperlakukan sama tidak ada beda 

dan memusyawarahkan apapun dalam kebijakan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan 

Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90). Sikap pelaksana menujuk bahwa 

sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam Implementasi Kebijakan. Sikap 

pelaksana ditekankan terutama pada sikap demokratis dan antusias dalam hubungannya 

dengan kelompok sasaran dan lingkungan. 

f. Program pamsimas tidak ada unsur politik 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

Implementasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik cukup baik secara sosial 

sangat berpengaruh karena menambah kedekatan satu sama lain, secara ekonomi 

membantu masyarakat kurang mampu namun tidak terdapat pengaruh pada politik, 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan 

Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90 Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik menunjukkan bahwa konteks wilayah implementasi dapat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Pamsimas   

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Penyediaan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan 

Kabupaten Hulu Sungai Ulara mengenai adanya dukungan sumbcr daya manusia yang 

memadai belum baik, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat Desa Banyu Tajun 

Pangkalan dalam pengelolaan PAMSIMAS. 

b. Kurangnya Pengawasan Pamsimas sehingga belum bermanfaat secara maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpullkan 

bahwa Implementasi Penyediaan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai 

Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penilaian terhadap pencapaian standar 

belum baik, karena pengelolaannya belum optimal sehingga belum bermanfaat secara 

maksimal untuk masyarakat rentannya pencurian alat-alat pamsimas seperti mesin 

pompa air, dan swadayanya dirasa belum mampu untuk mengganti mesin pompa baru 

jika sewaktu waktu terjadinya pencurian yang hanya menggunakan rantai dan gembok 
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yang kecil sehingga belum mencapai standar. 

c. Jumlah Pengguna Pamsimas yang masih sedikit. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan 

bahwa Implementasi Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara mengenai sikap antusias terhadap kelompok sasaran Belum antusias 

karena program ini yang menggunakan pamsimas masih sedikit seperti jumlah pengguna 

pamsimas yang sedikit dibandingkan jumlah penduduk dan dapat dilihat dari jumlah 

pengguna pamsimas dari RT 01 sampai RT 04 hanya berjumlah 38 KK (rumah) dari 457 

KK. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pamsimas (Program Penyediaan Air 

Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai 

Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terimplementasi dengan cukup baik hal ini dapat dilihat 

dari: kejelasan kebijakan sudah baik, adanya dukungan finansial sudah baik, dukungan sumber daya 

manusia belum baik, penilaian terhadap pencapaian standar belum baik, penilaian terhadap sasaran 

kebijakan sudah baik, sikap demokratis terhadap kelompok sasaran sudah baik, sikap antusias 

terhadap kelompok sasaran belum baik, koordinasi antar instansi sudah baik, komunikasi antar 

instansi sudah baik, lingkungan sosial sudah baik, dari segi ekonomi sudah baik, dan tidak ada unsur 

politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi, 1) Faktor pendukung Kebijakan Pamsimas yang di 

terapkan sudah jelas, Sasaran utama pamsimas untuk masyarakat desa Banyu Tajun Pangkalan, 

adanya dukungan finansial, Sasaran kebijakan dinilai sudah bagus, Sikap demokratis baik, Program 

pamsimas tidak ada unsur politik. 2) Faktor penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan Pamsimas, kurangnya pengawasan Pamsimas, serta jumlah pengguna Pamsimas 

yang masih sedikit. 
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